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Abstrak : Maraknya pemboman ikan dengan bahan peledak potasium diwilayah 
perairan pesisir Indonesia menjadi masalah yang sangat serius dan 
menghawatirkan banyak pihak, tanpa campur tangan pemerintah maka 
tinggal menunggu kerusakan yang lebih parah akibat pemboman. Oleh 
karena itu, pemerintah harus segera melakukan antisipasi terhadap 
pemboman ikan karena dapat merusak biota laut seperti terumbu karang 
yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebab aktivitas 
pemanfaatan sumber  daya perikanan yang tidak ramah lingkungan, 
dalam jangka pendek  akan punah.  Ekosistim laut saat ini terancam 
punah dan ekologi laut menjadi tercemar dengan zat yang sangat 
berbahaya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
warga pesisir adalah melakukan pemboman ikan dengan bahan peledak 
jenis potasium. Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam 
penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Bentuk 
pertanggungjawaban hukum pelaku pemboman ikan dengan 
menggunakan bahan peledak potasium adalah sanksi bagi pelaku 
penangkapan ikan dengan bahan peledak potasium diancam dengan 
hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.200.000.000,00. 
 
 Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pemboman, Potasium 
 
Abstract : The rampant bombing of fish with potassium explosives in the coastal 
waters of Indonesia is a very serious problem and worries many parties. 
Without government intervention, there will only be more damage 
caused by the bombing. Therefore, the government must immediately 
anticipate the bombing of fish because it can damage marine life such as 
coral reefs which have an impact on environmental damage. This is 
because the activities using fisheries resources are not environmentally 
friendly, in the short term it will become extinct. The marine ecosystem 
when it is threatened with extinction and the marine ecology becomes 
polluted with very dangerous substances. One form of law taken by 
coastal residents is bombing fish with a type of potassium explosive. The 
legal research method applied in this research is Normative legal 
research. The form of legal responsibility for perpetrators of fish 
bombing using potassium explosives is a sanction for perpetrators of 
fishing with potassium explosives, which is threatened with 
imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of 
Rp1,200,000,000.00. 
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PENDAHULUAN 
Salah satu sumber daya laut yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia adalah  ikan. Ikan 
adalah merupakan jenis hewan laut yang menjadi komoditi andalan bangsa. Oleh sebab itu, 
apabila sumber daya ikan tidak dilindungi kelestariannya, maka pasti akan punah. Dan 
kemaslahatan manusia akan tertanggu, sehingga perlu dilestarikan. Penangkapan ikan dengan 
cara melawan hukum, menimbulkan kerugian masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi, 
sosial maupun kelestariannya laut. Salah satu dampak kerusakan biota laut adalah melakukan 
pemboman ikan dengan bahan peledak potasium. Sehingga memerlukan upaya-upaya 
preventif serta represif dan perangkat hukum dalam penegakkan hukumnya. 
Maraknya pemboman ikan dengan bahan peledak potasium diwilayah perairan pesisir 
Indonesia menjadi masalah yang sangat serius dan menghawatirkan banyak pihak, tanpa 
campur tangan pemerintah maka tinggal menunggu kerusakan yang lebih parah akibat 
pemboman. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan antisipasi terhadap 
pemboman ikan karena dapat merusak biota laut seperti terumbu karang yang berdampak 
pada kerusakan lingkungan. Sebab aktivitas pemanfaatan sumber  daya perikanan yang tidak 
ramah lingkungan, dalam jangka pendek  akan punah.  Ekosistim laut saat ini terancam punah 
dan ekologi laut menjadi tercemar dengan zat yang sangat berbahaya. Salah satu bentuk 
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga pesisir adalah melakukan pemboman ikan 
dengan bahan peledak jenis potasium. Aksi eksploitasi penangkapan ikan dengan 
menggunakan bahan peledak potasium dan sianida, Indonesia mengalami kerugian sebesar 
100.000 dolar  AS perkilometer persegi. Dan selama kurun waktu 20 tahun akibat kerusakan 
terumbu karang, Indonesia mengalami kerugian sekitar 8,5 miliar dolar1.  
Betapa besarnya kerugian Bangsa Indonesia dari nilai ekonomis serta  kerusakan 
ekosistim laut akibat pemboman ikan, dan  telah meluluhlantahkan perairan Indonesia. 
Disamping itu, jatuhnya korban baik yang mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan 
meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum wilayah perairan Indonesia sangat 
rawan dan teracam oleh kebiasaan buruk nelayan, praktek pemboman ikan dengan bahan 
peledak potasium sangat merusak biota laut dengan cara melemparkannya kearah gugusan 
ikan, setelah meledak dan ikan sudah berserakan, para penyelam segera melakukan aksinya 
untuk mengumpulkan ikan dan menaikkan ke atas perahunya, padahal laut mempunyai 
peranan yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. 
Dengan terancamnya, ekosistem laut seharusnya mampu menggetarkan hati nelayan 
untuk mengembalikan kemanfaatan laut, agar nantinya mampu menyediakan pemenuhan 
kebutuhan yang dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa mendatang. Kelestarian 
lingkungan dan keseimbangan ekosistem dapat dijaga, dan bencana yang terjadi dapat 
dikurangi, jika semuanya  berupaya untuk melestarikan laut dan menjaga keseimbangan 
ekosistem, sehingga sumber daya ikan, dan lingkungan laut tetap terjaga. Sangat diperlukan 
perangkat hukum yang jelas dan pasti, disertai dengan “law infocement”. Lemahnya 
penegakan hukum, sehingga timbul ketidak pastian hukum yang menyebabkan terjadi 
pemboman ikan terus-menerus yang berakibat rusaknya ekosistim secara keseluruhan. 
Pemboman ikan  ini, tidak boleh dibiarkan terus, dapat merusak tatanan kehidupan 
masyarakat pesisir umumnya dan lebih khusus lagi masyarakat pesisir, maka dengan segala 
konsekwensi dan kemampuan yang ada pemboman ikan harus diberantas sampai keakar-
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akarnya tanpa pandang bulu, karena dikhawatirkan beberapa tahun kedepan, nelayan-nelayan 
bakal sulit mendapatkan ikan, dan harus berlayar jauh untuk mendapatkannya. Pemicunya 
tidak lain adalah semakin maraknya pemboman ikan dengan bahan peledak potasium yang 
dilakukan oleh nelayan-nelayan. Dengan menggunakan bahan peledak potasium, jelas akan 
membunuh telur-telur ikan, ikan ukuran kecil hingga besar dan vatalnya lagi mengancam 
kesehatan masyarakat secara umum yang mengkonsumsinya. 
Pengaturan tentang kejahatan pemboman ikan dengan bahan potasium telah diatur 
dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 
Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa 
perairan yang ada dibawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan 
Internasional yang mengandung sumber daya ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan 
Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Artinya kejahatan pemboman ikan akan berdampak pada perusakan nilai potensial dan 
sumber daya laut yang terkandung di dalamnya.  
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan hukum yang 
menjadi obyek sentral untuk diteliti secara obyektif dan solutif yaitu Bagaimanakah bentuk 
pertanggungjawaban hukum pelaku pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak 
(bahan potasium). 
  
LANDASAN TEORI  
Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam literatur hukum pidana dikenal istilah pertanggunjawaban pidana, bahasa 
Belanda menyebutkan toereken baarheid, dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau 
criminal liability, Rusalan Saleh menyebut “Pertanggungjawaban Pidana”, sedangkan 
Muljatno mengatakan “Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”, ahli hukum lainnya lebih 
banyak menyebutkan pertanggugjawababn Pidana”2.  
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu 
dipertanggungjawabakan pada si pembuatnya. Untuk mempertanggungjawaabkan pidana 
harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabakan, ini berarti harus 
dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana3. 
Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dapat dipertanggunjawabkan secara pidana 
terhadap sesorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana4. Berbicara tentang 
pertanggungjawaban pidana, maka harus membahas tentang tindak pidana, meskipun 
pembahasan tentang tindak pidana tidak serta merta berkaitan dengan pertanggungjawaban 
pidana. Mengapa demikian? Karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan 
diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan terhadap orang yang melakukan 
perbuatan, apakah  kemudian dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, itu 
tergantung dari permasalahan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut 
mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini penting karena dalam hukum pidana dikenal dengan 
asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens 
sir rea). Lebih lanjut dikatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi 
                                                 
2 Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015,  Hukum Pidana Dalam bagan, FH Utan Press, Pontianak. Hal 166. 
3 Roeslan Saleh, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru Jakarta. Hal. 75. 
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pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan 
pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”5. Perbuatan pidana terletak pada ada tidaknya 
“kesalahan” yang dilakukan oleh seseorang. 
 S.R. Sianturi6 memetakan pengertian kesalahan dalam beberapa pemahaman sebagai 
berikut : 
Pertama, pendapat Simons. 
Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan 
terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu : 
1. Kemampuan bertanggungjawab (toerekenings-vatbaarheid); 
2. Hubungan kejiwaan (psichologistiche betrekking) antara pelaku, kelakuannya dan 
akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakukan yang tidak bertentangan dengan 
hukum dalam penghidupan sehari-hari); 
3. Dolus atau culpa7. 
 
Kedua, pendapat Noyon, bahwa ciri-ciri umum kesalahan yang berhubungan dengan 
hukum positif adalah : 
1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya 
dan keadaan yang bersamaan dengan kelakukan itu (sepanjang keadaan itu ada 
hubungannya); 
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu 
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig); 
3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak 
normal (pasal 44 KUHP); 
4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan 
darurat/paksa8. 
 
Ketiga, pendapat Pompe. Menurutnya bahwa : 
Dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, 
sedangkan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), merupakan bagian luar dari 
padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakukan yang bertentangan dengan hukum 
yang (seharusnya) dapat dihindari (vermijdbare wederrechtelijke gedraging), yaitu 
penggangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat 
melawan hukum, merupakan kelakukan yang bertentangan dengan hukum, untuk 
kelakukan mana ia dicela9. 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur pula, yaitu : 
1. Kemampuan bertanggungjawab; 
2. Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian 
dari hubungan bathin dengan perbuatannya pelaku); 
3. Tidak adanya alasan pemaaf10. 
 
                                                 
5 Ibid Hal. 82  
 6 S.R. Sianturi, 1996, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Hal. 
160-166. 
7 Ibid. Hal.161. 
8 Ibid. Hal.162. 
9 Ibid. Hal.163. 
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Destructive Fishing 
Pada dasarnya, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan 
pantai, umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan. 
Dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi 
secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. 
Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan 
prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab (Code of Conduct for 
Responsible Fisheries (CCRF). Sebagian besar nelayan tradisional telah melakukan 
penangkapan ikan dengan cara-cara destructive fishing salah satu bagain dari illegal fishing 
yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan dengan cara 
merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun 
sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau) serta 
mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi. 
Destructive fishing merupakan kegiatan mall praktek dalam penangkapan ikan atau 
pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi perbuatan melawan hukum. 
Secara umum, maraknya destructive fishing disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; 
a. Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan 
kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, 
b. Terbatasnya sarana dan armada pengawasan di laut, 
c. Lemahnya kemampuan SDM Nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan 
pengusaha bermental pemburu ekonomi illegal, 
d. Masih lemahnya penegakan hukum, 
e. Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum11. 
 
Bentuk destructive fishing yang dilakukan masyarakat pesisir/nelayan di perairan 
Indonesia pada umunya adalah : 
1) Destructive fishing dengan bom12. 
Penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak 
lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah 
terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya 
terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan 
kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, 
penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap 
ekosistem terumbu karang. 
Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti 
karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan 
meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, 
terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang 
pada terumbu karang. 
2) Destructive fishing dengan bahan kimia13. 
Destructive fishing dengan bahan kimia/bahan beracun yang sering dipergunakan 
dalam penangkapan ikan, seperti sodium atau potassium sianida. Penangkapan 
                                                 
11 http://weru-paciran.blogspot.com/2010/01/penangkapan-ikan-laut-dan-jenis-alat.html, diakses September 2020. 
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dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, misalnya ikan 
hias, kerapu, dan ikan napoleon. Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan 
kecil menjadi mabuk dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun 
dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai 
dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama 
kelamaan karang menjadi mati. Indikatornya adalah karang mati, memutih, 
meninggalkan bekas karang yang banyak akibat pengambilan ikan di balik karang. 
3) Destructive fishing dengan trawl (pukat hariamau)14. 
Pukat harimau (trawl) merupakan salah satu alat penangkap ikan yang digunakan 
oleh nelayan. Alat ini berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memilki lubang 
jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil 
sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan 
jaring tersebut. Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke 
dasar perairan. Akibat penggunaan pukat harimau secara terus menerus 
menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan. 
 
METODE  
Pada prinsipnya secara umum, inti dari metodologi setiap penelitian hukum (baik 
normatif maupun empiris) adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian 
hukum itu harus dilakukan15. Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum 
yang dihadapi16. Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari data sekunder, yaitu 
mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pemboman ikan dengan bahan 
peledak potasium. Pendekatan yang diguanakan didalam mengkaji permasalah adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan tidak mengabaikan analisis 
konseptual. Pengumpulan dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan 
mendalami bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian library recearch. 
Analisis data yang digunakan adalah analisa data dengan teknik analisi deskriptif, sistimatis 
dan interpretartif untuk mengidentifikasi dan mengungkap permasalahan yang ada 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBOMAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK POTASIUM 
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Asing disebut sebagai “Teori kenbaarheid”, 
atau “Criminal responsibility”, atau “Criminal liability”. Pertanggungjawaban pidana 
dimaksudkan atas suatu tindak pidana untuk menentukan apakah seseorang 
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi 
atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia 
dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan 
terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari 
pelaku tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut 
                                                 
14 Ibid. 
15 Bambang Waluyo, 1996, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta, Hal., 17. 
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tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Suatu tindakan tidak 
dipandang melawan hukum, sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Begitu 
pula, tiada pemaafan dari suatu tindakan sepenjang tindakan itu secara hukum tidak dapat 
dinyatakan suatu tindakan yang salah.  
Pengertian pertanggungjawaban seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak 
ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-
maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian siapapun yang melakukan 
perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang 
dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu 
pula bagi orang melakukan perbauatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan 
kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti 
perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila maka perbuatannya tidak dapat 
dipertanggunjawabkan17. Kejahatan tersebut merupakan pengecualian dari perbuatan pidana 
yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Kejahatan itu bisa terjadi dimana dan kapan saja dan oleh siapa saja dengan tidak 
mengenal status sosial. Kejahatan itu dapat dilakukan oleh subyek hukum sebagai rechts 
persoon atau subyek hukum korporasi. Setiap subyek hukum dewasa melakukan kejahatan 
akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.   
 Berbagai cara, subyek hukum melakukan penangkapan ikan dengan melawan hukum 
menggunakan bahan peledak potasium. Bahan peladak adalah cara menagkap ikan yang 
bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penangkapan ikan secara konstitusional telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan bahwa seseorang menangkap ikan harus memakai alat yang standar dan 
tidak diperbolehkan memakai bom, bius ikan dan sebagainya. Berbagai jenis penangkapan 
ikan yang legal, menjadi pedoman warga pesisir untuk melakukan penangkapan ikan, hal ini 
semata-mata untuk melindungi habitat dan biota agar kelestarian lingkungan tetap terjaga 
untuk generasi-generasi dimasa yang akan datang.  
Pemboman ikan dengan bahan peladak potasium adalah salah satu betuk kejahatan 
pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Suatu perbuatan pidana membawa 
konsekwensi bagi sipelanggar untuk mempertanggungjawabkan, apakah pelaku itu warga 
negara Indonesia maupun orang asing yang melanggar hukum pidana didalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dan hukuman tersebut akan dijatuhi kepada subyek hukum 
manakala telah memenuhi unsur-unsur pidana bagi pelaku untuk mempertanggungjawabakan 
perbuatannya.  Salah satu jenis kejahatan yang dilakukan oleh subyek hukum adalah 
kejahatan tentang pemboman ikan dengan bahan peledak jenis potasium. Kejahatan dibidang 
perikanan dengan cara melakukan pemboman dengan potasium merusak habitat dan 
ekosistem laut. Sehingga hal ini perlu dilakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang 
melakukan pemboman ikan untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.   
Penggunaan bahan peledak potasium ini sanagat berbahaya bagi rechts persoon dan 
ekosistem menjadi ancaman yang sangat serius. Penggunaan bahan peledak jenis bom ikan 
tersebut adalah termasuk tindakan yang bersifat destruktif. Jika dibiarkan tanpa dibarengi 
dengan pencegahan maka akan mengancam kelangsungan hidup biota laut, terumbu karang 
dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat hukum untuk mencegah terjadinya 
pemboman ikan dengan bahan potasium. Hukum yang berfungsi mengatur kehidupan manusia 
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terus ditegakkan dalam rangka menuju kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan 
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan 
bahwa putusan dilaksanakan18. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai 
dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. 
Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan 
yang dengan struktur internal dsri norma hukumitu sendiri19. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikenal beberapa macam tindak pidana 
dalam perikanan yang terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 101. Adapun tindak 
pidana tersebut adalah tindak pidana  pencemaran, pengerusakan sumber daya ikan serta 
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tindak pidana pengelolaan 
sumberdaya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin.  
Tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan 
dengan menggunakan bahan terlarang. Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan 
dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai 
berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang 
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau 
lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu 
miliar dua ratus juta rupiah).” Selanjutnya juga diatur dalam pasal 84 ayat (2) sampai dengan 
ayat (4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan 
peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, 
pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan 
pembudidayaan ikan, dan penanggungjawab perusahaan pembudayaan ikan dengan ketentuan 
pidana yang berbeda-beda. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan 
perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana 5 dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana kepada siapa saja baik rescht persoon 
maupun corporasi prinsip penerapan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang 
bulu. Penegakan hukum adalah keniscayaan bagis setiap warga negara yang melakukan tindak 





Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku pemboman ikan dengan menggunakan 
bahan peledak potasium adalah sanksi bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan 
peledak potasium adalah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, seperti yang tertuang 
dalam pasal 84 ayat (1) dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 
                                                 
18 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta. Hal. 160. 
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peledak potasium adalah : “Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, 
alat dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelstarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 




Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Penegakan hukum harus tegas tidak pandang bulu, sebab dampak yang ditimbulkan 
oleh bahan peledak potasium ini sangat besar bagi keberlangsungan ikan, ekosistem 
dan biota laut. 
b. Nelayan yang melakukan pemboman ikan dengan bahan peledak potasium tersebut 
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